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Pengelolaan obat publik bertujuan untuk menjamin tersedianya obat bermutu 
dengan jenis dan jumlah yang tepat, tersebar secara merata dan teratur. Masalah 
pengelolaan obat publik saat ini adalah tingkat ketersediaan obat masih belum sesuai 
dengan kebutuhan pelayanan kesehatan karena masih terjadi kekosongan obat di satu 
sisi dan terjadi kelebihan obat di sisi yang lain. Melihat betapa pentingnya peranan obat 
dalam pelayanan kesehatan, maka perlu adanya fungsi manajemen yang baik yaitu: 
perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan. 
Apabila fungsi manajemen itu tidak berjalan dengan baik maka pencapaian tujuan tidak 
tercapai dengan optimal. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persentasi manajemen 
pengelolaan obat berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksan Kelola Obat Publik dan 
Perbekalan Kesehatan tahun 2017-2019 dan mengevaluasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi manajemen pengelolaan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat 
deskriptif. 
Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa persentase manajemen pengelolaan 
obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang adalah 90%.  Manajemen 
pengelolaan obat sudah baik berdasarkan standar yang ditetapkan yaitu persentasenya  
≥ 70. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengeloaan obat di Gudang 
Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang terdapat pada komponen sumber daya 
dan pengelolaan obat. 
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Public drug management aims to ensure the availability of quality drugs in 
the right type and quantity, evenly and regularly distributed. The problem in managing 
public drugs today is that the level of drug availability is still not in accordance with 
the needs of health services because there is still a drug vacuum on the one hand and 
there is an excess of drugs on the other. Seeing how important the role of drugs is in 
health services, it is necessary to have a good management function, namely: planning, 
receiving, storing, distributing, recording and reporting. If the management function 
does not work well, the goal is not achieved optimally. 
The purpose of this study was to determine the percentage of drug 
management based on the Technical Guidelines for Management of Public Medicines 
and Health Supplies 2017-2019 and to evaluate the factors that influence drug 
management in the Pharmacy Warehouse of the Kupang District Health Office. This 
research is a descriptive quantitative research. 
The results of this study illustrate that the percentage of drug management in 
the Pharmacy Warehouse of the Kupang District Health Office is 90%. Drug 
management is good based on the standard set, namely the percentage is ≥ 70. Factors 
that influence drug management in the Pharmacy Warehouse of the Kupang District 
Health Office are in the components of resources and drug management. 
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1.1 Latar Belakang 
Peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dalam bidang kesehatan 
merupakan salah satu dari sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) 
untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Salah satu upaya pemerintah 
untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yaitu dengan meningkatkan akses 
masyarakat terhadap fasilitas dan sarana kesehatan untuk menunjang suatu 
pelayanan kesehatan yang optimal dan salah satunya yaitu rumah sakit dan 
Puskesmas (Pratomo dkk, 2018).   
Dalam Permenkes RI No. 74 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1) dan (2) 
menyatakan bahwa Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di 
Puskesmas harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, 
pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar 
prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
sumber daya manusia dan sarana prasarana. 
Ketersediaan obat bagi masyarakat merupakan salah satu komitmen 
pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. 
Ketersediaan obat merupakan obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan 
di rumah sakit dan puskesmas minimal harus sama dengan jumlah kebutuhan 
obat yang seharusnya tersedia di rumah sakit dan puskesmas. Ketersediaan obat 
harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat untuk pelayanan pengobatan 
(Amiruddin, 2019).  
Pengelolaan obat meliputi tahapan pemilihan, perencanaan kebutuhan, 
pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan 
penarikan, pengendalian dan administrasi (Permenkes RI No. 74 tahun 2016).  
Tahapan-tahapan tersebut sangat menentukan ketersediaan obat. Jika 
ketersediaan obat tidak terpenuhi maka akan terjadi kekosongan obat yang akan 





Penerapan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi 
daerah membawa implikasi terhadap organisasi kesehatan di Pusat, Provinsi, 
maupun Kabupaten/Kota. Demikian pula halnya dengan organisasi pengelolaan 
obat publik dan perbekalan kesehatan, bila sebelumnya di seluruh 
Kabupaten/Kota terdapat Gudang Farmasi, maka dengan diserahkannya 
Gudang Farmasi kepada pemerintah daerah, organisasi tersebut tidak selalu 
eksis di setiap Kabupaten/ Kota. Untuk Kabupaten/Kota yang masih 
mempertahankan Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) dengan segala 
implikasinya, minimal pengelolaan obat berjalan sebagaimana semestinya. 
Dalam artian ada penanggung jawab, personal terlatih, sistem pengelolaan obat 
dan juga sarana baik gedung, komputer maupun kendaraan roda empat (Depkes 
RI, 2005). 
Pengelolaan obat publik tidak hanya mencakup pelayanan kesehatan 
dasar tetapi termasuk juga pelayanan rujukan. Melihat betapa pentingnya 
peranan obat dalam pelayanan kesehatan, maka perlu adanya fungsi manajemen 
yang baik yaitu: perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 
pencatatan dan pelaporan. Apabila fungsi manajemen itu tidak berjalan dengan 
baik maka pencapaian tujuan tidak tercapai dengan optimal (Depkes RI, 2005). 
Pengelolaan obat publik bertujuan untuk menjamin tersedianya obat 
bermutu dengan jenis dan jumlah yang tepat, tersebar secara merata dan teratur. 
Masalah pengelolaan obat publik saat ini adalah tingkat ketersediaan obat 
masih belum sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan karena masih 
terjadi kekosongan obat di satu sisi dan terjadi kelebihan obat di sisi yang lain. 
Pada Penelitian yang dilakukan oleh Yohannes dkk, pada tahun 2015 dengan 
judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi  Pengelolaan Obat Publik di Instalasi 
Farmasi Kabupaten (Studi di Papua Wilayah Selatan). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan obat publik 
meliputi: dana pengepakan dan pemeliharaan yang belum merata, pendidikan 
staf belum memenuhi ketentuan, tata kelola belum dilaksanakan dan sarana 





Manajemen pengelolaan obat juga berpengaruh pada ketersediaan obat. 
Pada penelitian Eky dkk, pada tahun 2019 menunjukkan bahwa ketersediaan 
obat di  Puskesmas Meo-Meo belum sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut 
sangat erat hubungannya dengan manajemen pengelolaan obat seperti data 
kesesuaian perencanaan, pengadaan obat, tahap pemilihan obat serta tahap 
kompilasi pemakaian obat (Eky dkk, 2019). 
Pengembangan kesehatan di Kabupaten Kupang diarahkan untuk 
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 
masyarakat sehingga mampu mandiri untuk hidup sehat sesuai visi 
pembangunan kesehatan Kabupaten Kupang. Salah satu indikator penting 
untuk menggambarkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan adalah jumlah 
distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang adalah sarana distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan 
yang ada di Kabupaten Kupang (Profil Dinkes Kabupaten Kupang Tahun 
2018). 
Keberadaan Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang ini 
mempuyai peranan penting dalam pelayanan obat di Puskesmas-puskesmas 
yang ada di Kabupaten Kupang (26 Puskesmas). Oleh sebab itu proses 
pengelolaan persediaan logistik obat sangat berpengaruh terhadap pelayanan 
obat di Puskesmas-puskesmas yang ada di Kabupaten Kupang (Profil Dinkes 
Kabupaten Kupang Tahun 2018). 
Berdasarkan data ketersediaan obat yang diperoleh dari Grafik 
Ketersediaan 20 Indikator Obat Provinsi NTT, persentase ketersediaan obat di 
Kabupaten Kupang pada tahun 2019 adalah 73,6%. Yang mana dalam Petunjuk 
Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan 
Kesehatan Tahun 2017 – 2019 menetapkan target pada tahun 2019 yaitu 75%. 
Persentase ketersediaan obat ini menunjukan belum optimalnya manajemen 
pengelolaan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. 
Melihat persentase ketersediaan obat di Gudang Farmasi Dinas 





oleh Kementrian Kesehatan dalam Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator 
Kinerja Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017 – 2019, 
maka  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi 
Manajemen Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kupang.”  
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana manajemen 
pengelolaan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Umum  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 
manajemen pengelolaan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kupang. 
1.3.2 Tujuan Khusus 
1. Untuk mengetahui persentase manajemen pengelolaan obat dan vaksin 
berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Obat Publik dan Perbekalan 
Kesehatan pada Tahun 2017-2019 di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang. 
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen 






1.4 Manfaat Penelitian 
1. Bagi peneliti diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman 
dalam melakukan riset mengenai manajemen pengelolaan obat di Gudang 
Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. 
2. Bagi institusi pendidikan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 
bagi institusi, serta menambah kepustakaan tentang evaluasi manajemen 
pengelolaan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. 
3. Bagi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang sebagai masukan 
dalam mengoptimalkan manajemen pengelolaan obat. 
1.5 Keaslian Penelitian 
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BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Konsep Dasar 
2.1.1 Definisi Obat 
Pengertian obat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk 
biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau 
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.   
Menurut Syamsuni (2005), obat adalah suatu bahan atau campuran bahan 
untuk dipergunakan dalam menetukan diagnosis, mencegah, mengurangi, 
menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan 
badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan termasuk untuk memperelok 
tubuh atau bagian tubuh manusia. Selain pengertian obat secara umum tersebut, ada 
juga beberapa pengertian obat secara khusus, antara lain: 
a) Obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat) seperti 
pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum dikenal 
sehingga tidak diketahui khasiat atau kegunaannya. 
b) Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan 
kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Esensial Nasional 
(DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. 
c)  Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam 
Formularium Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. 
d) Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk salep, 
cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk, atau bentuk lainnya yang secara 
teknis sesuai dengan Formularium Indonesia atau buku resmi lain yang 





e) Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama 
pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan asli dari 
perusahaan yang memproduksinya. 
f) Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan alamiah, diolah 
secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan 
tradisional 
2.1.2 Penggolongan Obat 
1. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh, obat digolongkan menjadi: 
a) Obat diagnostik adalah obat yang membantu dalam mendiagnosis (mengenali 
penyakit), misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis pada saluran 
lambung-usus. 
b) Obat kemoterapeutik adalah obat yang dapat membunuh parasit dan kuman 
di dalam tubuh inang. Obat ini hendaknya memiliki kegiatan farmakodinamik 
yang sekecil-kecilnya terhadap organisme inang dan berkhasiat untuk 
melawan sebanyak mungkin parasit dan mikroorganisme. 
c) Obat farkakodinamik adalah obat yang bekerja terhadap inang dengan jalan 
mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokomia 
dalam tubuh contohnya hormon, diuretik, hipnotik atau ioabt otonom. 
2. Penggolongan obat menurut undang-undang yaitu: 
a) Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak 
membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan; diberi tanda 
lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. 
b) Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep 
dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau dari pabrik obat itu, 
kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam 
serta diberi tanda peringatan. 
c) Obat keras adalah semua obat yang memiliki takaran dosis minimum, diberi 






d) Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau 
menenangkan, mengubah pikiran/perasaan/kelakuan seseorang. 
e) Narkotika adalah obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK 
serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan/adiksi yang sangat 
merugikan individu apabila digunakan  tanpa pembatasan atau pengawasan 
dokter (Syamsuni, 2005). 
 
2.1.3 Manajemen Pengelolaan Obat 
Sistem pengelolaan obat adalah suatu rangkaian kegiatan meliputi aspek 
seleksi dan perumusan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 
penggunaan obat. Masing-masing tahap pengelolaan obat merupakan suatu 
rangkaian yang terkait, dengan dimensi pengelolaan obat akan dimulai dari 
perencanaan, pengadaan yang merupakan dasar pada pengadaan obat (Oscar et al  
2016). Fungsi dasar sistem pengelolaan obat terdiri atas 4 fungsi dasar, yaitu:  
1. Perumusan kebutuhan atau perencanaan (section)  
2. Pengadaan (precurement)  
3. Distribusi (distribution)  
4. Penggunaan (use)  
Keempat fungsi tersebut didukung oleh sistem penunjang pengelolaan obat 
yang terdiri dari: organisasi, pembiayaan dan kesinambungan, pengelolaan 
informasi, dan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia. 
Pengelolaan obat merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari 
pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, 
pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi yang 








Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis obat yang sesuai 
dengan kebutuhan. Pemilihan jenis obat ini berdasarkan: 
• formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa  
• standar jenis obat yang telah ditetapkan 
• pola penyakit 
• efektivitas dan keamanan 
• pengobatan berbasis bukti 
• mutu 
• harga 
• ketersediaan di pasaran 
2) Perencanaan kebutuhan 
Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah 
dan periode pengadaan obat sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk 
menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan 
efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan 
menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar 
perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, 
kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan 
anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan: 
• anggaran yang tersedia; 
• penetapan prioroitas; 
• sisa persediaan; 
• data pemakaian periode yang lalu; 
• waktu tunggu pemesanan; 







Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan 
perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, 
jumlah dan waktu yang tepat dengan harga terjangkau dan sesuai standar mutu. 
Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, 
penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, 
pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penetuan spesifikasi kontrak, 
pemantauan proses pengadaan dan pembayaran. Rumah sakit harus memiliki 
mekanisme yang mencegah kekosongan stok obat yang secara normal tersedai di 
rumah sakit. 
4) Penerimaan 
Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, 
spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam 
kontrak atau surat pesanan dengan kondisis fisik yang diterima. Semua dokumen 
terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.  
5) Penyimpanan 
Setelah barang diterima di instalasi farmasi perlu dilakukan penyimpanan 
sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas 
dan keamanan obat sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan 
kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, 
sanitasi cahaya, kelembaban, ventilasi dan pengolongan jenis obat. Instalasi 
farmasi harus dapat memastikan bahwa obat disimpan secara benar dan 
diinspeksi secara periodik. Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan 
kelas terapi, bentuk sediaan dan jenis sediaan obat.  
6) Pendistribusian 
Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka 
menyalurkan/menyerahkan obat dari tempat penyimpanan sampai kepada unit 
pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan 





dijangkau oleh pasien dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas 
sumber daya yang ada serta metode sentralisasi atau desentralisasi. 
7) Pemusnahan dan penarikan 
 Pemusnahan dan penarikan obat yang tidak dapat digunakan harus 
dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan. Pemusnahan 
dilakukan bila: 
• produk tidak memenuhi persyaratan mutu; 
• telah kadaluwarsa; 
• tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau 
kepentingan ilmu pengetahuan; 
• dicabut izin edarnya. 
8) Pengendalian 
Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan 
penggunaan obat. Tujuan pengendalian persediaan obat adalah untuk: 
• penggunaan obat sesuai dengan formularium rumah sakit; 
• penggunaan obat sesuai dengan diagnosis dan terapi; 
• memastikan persediaan obat efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan 
dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluarsa dan kehilangan serta 
pengembalian pesanan obat.  
Cara untuk mengendalikan persediaan obat adalah: 
• melakukan evaluasi persediaan obat yang jarang digunakan (slow moving); 
• melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga bulan 
berturut-turut (death stock); 
• stock opname yang dilakukan secara periodik dan berkala. 
9) Administrasi 
Administrasi dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk 






• Pencatatan dan pelaporan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengdaan, 
penerimaan, pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, 
pemusnahan dan penarikan. Pelaporan dibuat secara periodik yang dilakukan 
instalasi farmasi dengan periode waktu tertentu (bulanan, triwulan, semester 
atau pertahun). 
• Administrasi keuangan 
• Administrasi penghapusan 
2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pengelolaan Obat 
Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana obat publik dan perbekalan 
kesehatan tahun 2017-2019 unsur-unsur yang dapat mempengaruhi atau yang 
menjadi faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan obat dan vaksin adalah 
sebagai berikut: 
a. Sumber Daya  
1. Sumber daya manusia 
 Sumber daya yang dimaksud ialah apoteker penanggung jawab dan 
Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, 
Analisis Farmasi) dan juga tenaga lainnya. 
2. Sumber daya lainnya 
 Sumber daya lainnya yang menunjang proses pengelolaan obat antara 
lain adalah biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya serta 
kelengkapan sarana prasarana baik gedung dan kendaraan. 
b. Pengelolaan  
1. Perencanaan  
 Tersedianya SOP atau prosedur tertulis perencanaan obat, tersedianya 
tim perencanaan obat yang berjalan. 
2. Penerimaan 
 Adanya SOP dan buku penerimaan obat dan juga petugas yang diberi 
tanggung jawab untuk memeriksa kesesuan antara obat yang diterima 
dengan item obat yang dikirim yang tercatat pada dokumen pengiriman dan 





3. Penyimpanan  
 Adanya SOP penyimpanan obat serta ruangan yang bersih dan rapi dan 
bebas dari binatang pengerat dan serangga. Adanya ventilasi dan sirkulasi 
udara serta penerangan yang memadai. Penataan disesuaikan dengan tanggal 
kadaluwarsa dan jika ada obat kadaluwarsa maka disimpan terpisah. 
Penyimpanan juga memperhatikan obat program maupun non program, 
bentuk sediaan dan alfabetis. Dan melakukan pengamatan mutu obat secara 
organoleptis dan juga tersedia ruang yang cukup untuk bergerak. 
4. Distribusi 
 Tersedia petugas yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan obat 
ke puskesmas-puskesman dan memiliki jadwal yang tetap dan dilengkapi 
dengan dokumen penyerahan/pengiriman obat dan perbekalan kesehatan. 
Dan juga memperhitungkah stok optimum. 
5. Penctatan dan pelaporan 
 Tersedia SOP pencatatan dan pelaporan serta kartu stok untuk setiap 
item dan jugs tersedian dokumen dinamika logistik obat/ laporan mutasi obat 
setiap bulan. Melakukan stok opname secara periodik dan verifikasi data 
LPLPO puskesmas dan  tersedia catatan tersendiri untuk obat kadaluwarsa. 
6. Pemusnahan 
 Tersedianya SOP pemusnahan dan terdapat petugas farmasi yang 
terdibat dalam proses pemusnahan dan adanya berita acara. 
7. Pengembangan kompetensi 
 Melakukan bimbingan teknis ke puskesmas dan melakukan pertemuan 







2.1.5 Gudang Farmasi Kabupaten/Kota 
Sebelum otonomi daerah, fungsi pengelolaan obat di seluruh kabupaten/kota 
dilaksanakan oleh Gudang Farmasi Kabupaten (GFK) yang bertanggung jawab 
sepenuhnya atas kebutuhan obat ditingkat kabupaten/kota. Pengadaan obat 
dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan, sedangkan 
setelah desentralisasi pengadaan obat dilakukan oleh daerah masing-masing yaitu 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Undang-Undang/UU No.32/2004). Hal tersebut 
dewasa ini telah berubah akibat pengaruh visi dan persepsi Pemerintah Daerah 
terhadap GFK yang bervariasi. Pengaruh ini tampak pula pada keadaan Unit 
Pengelola Obat/GFK yang sebelumnya telah dikembangkan disetiap kabupaten/kota 
dan dilengkapi dengan sistem informasi yang dapat diandalkan, serta sumber daya 
manusia yang telah terlatih. 
Tiap daerah mempunyai kebutuhan lokal spesifik yang beragam antar 
kabupaten/kota, sehingga kedudukan Unit Pengelola Obat/GFK menjadi tidak jelas 
serta tugas pokok dan fungsinya diterapkan di kabupaten/kota secara beragam. 
Beberapa kabupaten/kota menempatkan tugas pokok dan fungsi pengelolaan obat di 
bawah seksi. Ada pula yang menempatkannya di bawah Puskesmas kecamatan. 
Beberapa kabupaten ada yang mengakomodasinya sebagai Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) dan bahkan masih ada yang belum/tidak jelas statusnya dalam 
struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Di masa mendatang dirasa 
penting untuk lebih mengedepankan fungsi dan struktur Unit Pengelola Obat 
Kabupaten/kota (Max dkk, 2009). 
Instalasi Farmasi Pemerintah adalah sarana pengelolaan sediaan farmasi dan 
alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 
dalam rangka pelayanan kesehatan, (Kepmenkes No.1121/2008). Pengelolaan obat 
sendiri bagi daerah kabupaten/kota secara khusus bertujuan agar terlaksananya 
optimasi penggunaan dana melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan 
obat secara tepat dan benar. 
Pengelolaan obat secara mandiri membawa beberapa keuntungan kepada 





petugas terutama dalam aspek pengadaan obat, penyusunan anggaran dan negosiasi 
dengan pemegang keputusan di tingkat kabupaten/kota, serta meningkatkan 
aktivitas perekonomian di daerah terutama dari aspek obat (Max dkk, 2009). 
2.1.6 Sasaran, Indikator Kinerja, Dan Target Tata Kelola Obat Publik Dan 
Perbekalan Kesehatan  
Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola 
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 yang di susun oleh 
Direktorat Jenderal Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan 
Republik Indonesia, menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target tata kelola obat 
publik dan perbekalan kesehatan dalam Tabel 2.1 
 
Tabel 2.1 Sasaran, Indikator Kinerja, Dan Target Tata Kelola Obat 








Tabel 2.2 Indikator Persentase Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota Yang 
Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat Dan/ Vaksin  Sesuai 
Standar (Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola 








Sumber Daya (A) 
1 Struktur organisasi (bobot = 7,5)    




 a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPDT) 5  
 b. Seksi Farmasi 3  
 c. Lain-lain selain a dan b 1  
      
2 Sumber Daya Manusia (bobot = 15)    




 2.1. Penanggung jawab instalasi farmasi (7,5)   
 - Apoteker  5  
 - Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana 
Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis 
Farmasi) 
2  
 - Tenaga lainnya 1  
      
 2.2. jumlah Sumber Daya Manusia (7,5)    




 - > 7 orang 4  
 - 4-7 orang 3  
 - < 4 orang 1  
    




   




 a. Tersedua biaya untuk ketiganya 5  
 b. Tersedia biaya untuk dua jenis 
operasional 
4  
 c. Tersedia hanya satu jenis biaya 
operasional 
3  
      








 4.1. gedung    
 a. Status kepemilikan   
 1) Milik sendiri 3  
 2) Sewa  1  
 b. Luas gedung   
 1) Cukup (dapat menyimpan semua obat 
yang dikelola) 
3  
 2) Tidak cukup 2  
 c. Tersedia ruang   





 2) Penyimpanan umum 1  
 3) Tempat penyimpanan khusus 1    
 4) Area karantina 1  
 5) Area persiapan distribusi/penyerahan 1  
    
 4.2 administrasi dan pengolah data   
 a. Komputer/laptop 1  
 b. Printer 1  
 c. Aplikasi manajemen obat secara 
elektronik 
1  
 d. Alat pendukung jaringan internet 1  
    
 4.3. distribusi    
 a. Kendaraan roda empat/ sarana 
transportasi air 
2  
 b. Kendaraan roda dua 1  
    
 4.4 pengaman   
 a. Alarm 1  
 b. Teralis 1  
 c. Alat pemadam api ringan 1  
 d. Pagar 1  
 e. Pintu ganda (non besi dan besi) 1  
    
 4.5 penyimpanan   
 a. Rak 1  
 b. Lemari khusus narkotika/ psikotropika 1  
 c. Lemari es 1  
 d. Pallet 1  
 e. Air conditioning 1  
 f. Generator set (genset) 1  
 g. Trolley? Kereta dorong 1  
 h. Termometer ruangan 1  
Sub total skor sumber daya (A) = jumlah skor No. 1 s.d. skor No. 4 (komponen)  
 
Pengelolaan (B) 
1 Perencanaan (bobot = 6)    




 a. Tersedia SOP/ Prosedur tertulis 
perencanaan obat 
2  
 b. Tersedia SK tim perencanaan obat 
terpadu (TPOT) 
1  
 c. TPOT mempunyai rencana kerja dan 
berfungsi 
1  
      
2 Penerimaan (bobot = 5)    




 a. Tersedia SOP penerimaan obat 2  





 c. Tersedia petugas yang diberi tanggung 
jawab 
1  
 d. Petugas memeriksa kesesuaian antara 
obat yang diterima dengan item obat 
yang dikirim yang tercatat pada dokumen 
pengiriman 
1    
 e. Petugas memeriksa kondisi kemasan dan 
tanggal kadaluwarsa 
1  
      
3 Penyimpanan (bobot = 6)    
 




 a. Tersedia SOP penyimpanan obat 2  
 b. Ruang penyimpanan bersih dan rapi 1  
 c. Ruang penyimpanan bebas dari binatang 
pengerat dan serangga 
1  
 d. Ventilasi, sirkulasi udara dan penerangan 
memadai 
1  
 e. Obat rusak/ expired disimpan terpisah 1  
 f. Penataan stok memperhatikan tanggal 
kadaluwarsa 
1  
 g. Tersedia ruang yang cukup untuk 
bergerak 
1  
 h. Penglompokan dilakukan secara jenis 
peruntukan (program dan non program), 
bentuk sediaan dan alfabetis 
1  
 i. Dilakukan pengamatan mutu obat secara 
organoleptis dan dicatat dalam buku 
catatan penyimpanan obat 
1  
      
4 Distribusi (bobot = 6)    




 a. Tersedia SOP distribusi obat 2  
 b. Tersedia petugas distribusi 1  
 c. Tersedia jadwal distribusi 1  
 d. Tersedia dokumen penyerahan/ 
pengiriman obat dan perbekalan 
kesehatan 
1  
 e. Tersedia sarana untuk repacking obat 
seperti kardus, plastik obat dsb 
1  
 f. Memperhitungkan stok optimum 1  
      
5 Pencatatan dan pelaporan (bobot = 6)    




 a. Tersedia SOP pencatatan dan pelaporan 2  
 b. Tersedia kartu stok obat untuk setiap 
item dan diisi dengan benar 
1  
 c. Tersedia dokumen dinamika logistik 
obat/ laporan mutasi obat setiap bulan 
1  







 e. Stok opname dilakukan secara periodik 1  
 f. Tersedia catatan tersendiri untuk obat 
kadaluwarsa/ rusak 
1  
 g. Verifikasi data LPLPO puskesmas 
dilakukan 
1  
    
6 Pemusnahan (bobot = 5)    




 a. Tersedia SOP pemusnahan obat 2  
 b. Petugas instalasi farmasi terlibat/ 
melakukan pemusnahan 
1  
 c. Tersedia berita acara bila dilakukan 
pemusnahan obat 
1  
    
7 Pengembangan kompetensi     
 a. Melaksanakan bimbingan teknis ke 
puskesmas 
1   




 b. Melaksanakan pertemuan koordinasi 
dengan puskesmas 
1  
Sub total skor pengelolaan (B) = jumlah skor No. 1 s.d. skor No. 7 (Komponen)  
TOTAL SKOR MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT = SUB TOTAL SKOR 
SUMBER DAYA (A) + SUB TOTAL SKOR PENGELOLAAN (B) 
 
Instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat 







































Pencatatan Dan Pelaporan 
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Sumber Daya Manusia 
Petunjuk Teknis Tata Laksana Indikator Kinerja Tata Kelola 
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017 – 2019 












































Pencatatan Dan Pelaporan 
Pemusnahan 
Sumber Daya Manusia 
Evaluasi Manajemen Pengelolaan Obat Berdasarkan 
Indikator Petunjuk Teknis Tata Laksana Obat Publik dan 











3.1  Jenis dan Desain Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dan 
bertujuan untuk mengetahui persentasi manajemen pengelolaan obat berdasarkan 
Petunjuk Tekni Tata Laksan Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan tahun 
2017-2019 dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen 
pengelolaan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data 
sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan 
oleh peneliti secara langsung menggunakan Indikator Persentase Instalasi Farmasi 
Kabupaten/Kota Yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat Dan/ Vaksin  
Sesuai Standar (Tabel 2.2). Data sekunder yaitu data retrospektif yang diperoleh 
dari berbagai sumber yang telah ada. Variabel pada penelitian ini adalah 
manajemen pengelolaan obat berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Laksana Kelola 
Obat Publik dan Perbekalan Farmasi tahun 2017-2019. 
  
3.2 Definisi Istilah 
Definisi istilah (Lampiran 1). 
 
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September tahun 
2020. 
 
3.4 Objek  Penelitian 
Objek penelitian ini yaitu Manajemen Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi 





3.5 Pengumpulan Data 
3.5.1 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data primer dengan menggunakan lembar check 
list yang tertera pada Tabel 2.2. Pengumpulan data sekunder atau data 
pendukung menggunakan teknik pengumpulan data retrospektif dan 
dokumentasi seperti: 
1. Data persentasi Ketersediaan Obat 
2.  Struktur Organisasi dan data kepegawaian 
3. Laporan pemeliharaan sarana prasarana 
4. SOP perencanaan obat 
5. SK tim perencanaan obat terpadu 
6. SOP penerimaan obat 
7. SOP penyimpanan obat 
8. SOP distribusi obat 
9. Dokumen penyerahan/pengiriman obat 
10. Dokumen stok obat 
11. SOP pemusnahan obat 
12. Berita acara pemusnahan obat 
13. Dokumentasi bimbingan teknis ke puskesmas 
14. Dokumentasi gambar sarana prasarana. 
3.5.2 Instrumen Penelitian 
Indikator persentasi instalasi farmasi Kabupaten/Kota yang melakukan 
manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar berdasarkan Petunjuk 




















Bagan 3.1 Proses penelitian 
 
3.5.4  Rancangan Jadwal Penelitian 
Adapun gambaran penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut 
Jadwal penelitian Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul Ags  Sep  
Pengajuan judul          
Penyusunan proposal          
Seminar proposal          
Revisi           
Penelitian dan 
Pengolahan data 
         
Ujian skripsi          
Tabel 3.1 Rancangan Jadwal Penelitian 
 
 
- Melakukan survei awal 
- Menyusun proposal 
- Konsultasi 
- Seminar proposal 
Persiapan 
- Melakukan pendekatan 
- Melakukan penelitian 
Pelaksanaan 







3.6 Analisis Data 
Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. 
Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan 
data. Dalam penelitian ini analisis data kuantitatif dilakukan dengan menghitung 
jumlah poin dari lembar check list (lampiran 2) yaitu total skor manajemen 
pengelolaan obat = sub total skor sumber daya (A) + sub total skor pengelolaan 
(B). Instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan 
obat sesuai standar bila total skor ≥ 70. Kemudian peneliti akan mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen pengelolaan obat. Peneliti akan 
mendeskripsikan setiap faktor yang mempengaruhi dilihat dari poin pada setiap 
unsur dalam lembar check list (Tabel 2.2) dan didukung oleh data-data pendukung 
yang menjadi jaminan dalam penelitian ini. Pada akhirnya setelah semua data 
dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan.  
 
3.7 Etika Penelitian 
Aspek etik merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam 
proses penelitian. Penerapan prinsip etik diperlukan untuk menjamin perlindungan 
terhadap hak-hak partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti pertama-tama telah 
mengajukan surat pra penelitian kepada Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang pada bulan Februari 2020 untuk mengambil data awal 
penelitian berupa persentasi ketersediaan obat 5 tahun terakhir. Kemudian peneliti 
mengajukan kembali surat permohonan penelitian pada bulan Agustus 2020 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 
4.1.1 Ketersediaan Obat 2 Tahun Terakhir 
Tabel 4.1 Ketersediaan Obat 2 Tahun Terakhir 
No Tahun Persentase Ketersediaan (%) Target (%) 
1 2018 36,8 % 90% 
2 2019 73 % 95% 
 
4.1.2 Persentase Manajemen Pengelolaan Obat 
Tabel 4.2 Persentase Manajemen Pengelolaan Obat 
No Komponen Skor Target  
1 Sumber Daya 51,5 60 
2 Pengelolaan  40 40 
Total skor (sumber daya + pengelolaan) 91,5 100 
 
4.1.3 Komponen Sumber Daya 
Tabel 4.3 Komponen Sumber Daya 
No Komponen Sumber Daya Skor  Standar  
1 Struktur organisasi 4,5 7,5 
2 Sumber daya manusia 10,5 15 
 2.1 penanggung jawab instalasi farmasi 3 7.5 
 2.2 jumlah sumber daya manusia 7,5 7,5 
3 Biaya operasional 7,5 7,5 
4 Sarana dan prasarana 29 30 









4.1.4 Komponen Pengelolaan 
Tabel 4.4 Komponen Pengelolaan 
No Komponen pengelolaan Skor  Standar  
1 Perencanaan  6 6 
2 Penerimaan  5 5 
3 Penyimpanan  6 6 
4 Distribusi  6 6 
5 Pencatatan dan pelaporan 6 6 
6 Pemusnahan  5 5 
7 Pengembangan kompetensi 6 6 
Total skor 40 40 
 
4.2 Pembahasan  
4.2.1 Gambaran Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kupang yang beralamat di Jln. Timor Raya Km. 36 Oelamasi. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui persentase manajemen pengelolaan obat 
berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Farmasi 
tahun 2017-2019, dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi manajemen pengelolaan obat di Gudang Farmasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kupang.  
Instalasi Farmasi Pemerintah adalah sarana pengelolaan sediaan 
farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah, dalam rangka pelayanan kesehatan (Kepmenkes 
No.1121/2008). Pengelolaan obat sendiri bagi daerah kabupaten/kota secara 
khusus bertujuan agar terlaksananya optimasi penggunaan dana melalui 
peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan obat secara tepat dan benar. 
Pengelolaan obat secara mandiri membawa beberapa keuntungan kepada 
daerah, misalnya proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kemampuan 
petugas terutama dalam aspek pengadaan obat dan penyusunan anggaran (Max 
dkk, 2009). 
Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang 





merupakan bagian dari  Seksi Kefarmasian yang berada di dalam bidang 
Sumber Daya Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang memiliki 10 pegawai dengan spesifikasi 4 orang Tenaga 
Teknis Kefarmasian (TTK) dan 6 pegawai administrasi. Seksi Kefarmasian 
Dinas Kesehatan kabupaten kupang melaksanakan tugas penyiapan, 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 
kefarmasian (Profil DinKes Kabupaten Kupang Tahun 2018). 
Ketersediaan Obat merupakan gambaran jumlah dan jenis obat yang 
tersedia di pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk jangka waktu 
tertentu. Ketersediaan obat akan meningkatkan terjangkaunya akses obat oleh 
masyarakat (Prasetyo, 2016). 
Berdasarkan data persentase ketersediaan obat tahun 2018 dan 2019 di 
Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang tertera dalam tabel 
4.1. Menunjukan persentase ketersediaan obat belum mencapai target yang di 
tetapkan Dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan 
Kesehatan Tahun 2017-2019. Hal ini menunjukan masih ada kekurangan 
dalam manajemen pengelolaan obat yang mempengaruhi ketersediaan obat di 
Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang.  
 
4.2.2 Gambaran Manajemen Pengelolaan Obat 
A. Manajemen pengelolaan obat 
Berdasarkan data hasil penelitian yang tertera dalam Tabel 4.2 
Manajemen Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam 
Petunjuk Teknis Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 
2017-2019 yaitu total skor ≥ 70. Gudang Farmasi memperoleh total skor 
91,5 terdiri dari Komponen Sumber Daya (51,5) + Komponen Pengelolaan 
(40). 
Manajemen pengelolaan obat yang dilakukan dengan baik dan sesuai 





terjaminnya ketersediaan obat secara kuantitas dan kualitas (Kasmawati et 
al, 2018). 
Berdasarkan total skor manajemen di Gudang Farmasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kupang menggambarkan manajemen pengelolaan 
obat yang sudah cukup baik dilakukan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang namun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan obat di 
seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Kupang yang ditunjukan melalui 
data persentase ketersediaan obat 2 tahun terakhir (Tabel 4.1). Hal ini 
menunjukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan obat 
yang dilakukan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang. 
 
B. Sumber Daya 
Berdasarkan data hasil penelitian pada Tabel 4.3 yang memuat  
komponen sumber daya, diperoleh Total skor yaitu 51,5. Hasil ini belum 
mencapai standar yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Tata Laksana 
Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Tahun 2017-2019 dengan 
standar yaitu 60. Komponen yang belum mencapai standar yaitu pada 
komponen struktur organisasi, penanggung jawab instalasi farmasi dan pada 
komponen sarana prasarana.  
Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang merupakan  
bagian dari Seksi Kefarmasian yang berada dalam Bidang Sumber Daya 
Kesehatan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Gudang 
Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang bukan merupakan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Berdasarkan data hasil penelitian pada 
komponen sumber daya pada spesifikasi kepegawaian di Gudang Farmasi 
Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang belum ada pegawai yang berprofesi 
Apoteker. Penanggung jawab pada Gudang Farmasi adalah salah satu dari 
Tenaga Teknis Kefarmasian yang ada di gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang. Kemudian pada sarana prasarana, ruang penyimpanan 
di Gudang Farmasi juga tidak cukup untuk menyimpan seluruh obat yang 





Penanggung jawab Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan 
Kesehatan sebaiknya merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), 
berdasarkan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 
di Daerah Kepulauan yang di susun oleh DepKes RI tahun 2007. Melihat 
 betapa pentingnya peranan obat dalam pelayanan kesehatan, maka perlu 
adanya standar pola organisasi pengelola obat publik dan perbekalan 
kesehatan di daerah kepulauan   agar sumber daya yang tersedia dapat 
dimanfaatkan semaksimal mungkin.  Keuntungan adanya pola organisasi 
unit pengelola obat publik dan perbekalan kesehatan di  daerah kepulauan  
antara lain menjamin profesionalisme dalam pengelolaan obat serta 
penaggung jawab dengan latar belakang bidang pendiikan yang sesuai. 
Berdasarkan petunjuk teknis tata kelola obat dan perbekalan 
kesehatan tahun 2017-2019 sebaiknya Penanggung jawab UPTD Instalasi 
Farmasi adalah seorang Apoteker, yang lebih profesional dalam melakukan 
manajemen pengeolaan obat. Melihat Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang yang tidak dikepalai oleh seorang TTK, faktor ini juga 
akan mempengaruhi pengelolaan obat dari segi keahlian mengelola obat 
dalam penyiapan rencana kerja kefarmasian. 
Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang masih 
merupakan bagian dari seksi kefarmasian dalam bidang sumber daya 
kesehatan, dan penanggung jawabnya adalah seorang TTK, kemudian ruang 
penyimpanan yang tidak cukup untuk menyimpan kebutuhan obat di 
Kabupaten Kupang. Hal ini akan mempengaruhi pengelolaan obat di 
Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang menjadi kurang 
optimal yang ditunjukan dalam persentase ketersediaan obat 2 tahun 
terakhir yang belum mencapai target yang di tetapkan. Sedangkan Gudang 
Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang hanya memiliki 4 orang 
Tenaga Teknis Kefarmasian dan harus bertanggung jawab dalam 
manajemen pengelolaan obat untuk 26 Puskesmas yang ada di Kabupaten 
Kupang. Dengan demikian perlu adanya peningkatan kompetensi terhadap 
pegawai sehingga dapat mengoptimalkan manajemen pengelolaan obat di 






Berdasarkan data hasil penelitian dalam tabel 4.4 bagian pengelolaan, 
total skor yang diperoleh adalah 40. Skor ini telah mencapai target yang 
ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan 
Kesehatan Tahun 2017-2019 yaitu menetapkan standar 40 pada komponen 
pengelolaan. Komponen pengelolaan terdiri dari perencanaan, penerimaan, 
penyimpanan, distribusi, pencatatan dan pelaporan, pemusnahan dan 
pengendalian kompetensi.  
Pengelolaan obat merupakan suatu siklus kegiatan yang diperlukan 
bagi kegiatan pelayanan kefarmasian (Permenkes RI Nomor 74 tahun 2016). 
Pengelolaan obat publik bertujuan untuk menjamin tersedianya obat 
bermutu dengan jenis dan jumlah yang tepat, serta tersebar secara merata 
dan teratur pada seluruh puskesmas. Pengelolaan obat pada tahap 
perencanaan dan pengadaan (procurement) merupakan proses kegiatan 
dalam mewujudkan ketersediaan obat untuk mencapai pelayanan kesehatan 
yang bermutu. Pengelolaan obat yang tidak efisien menyebabkan tingkat 
ketersediaan obat menjadi berkurang, terjadi kekosongan obat, banyaknya 
obat yang menumpuk akibat tidak sesuainya perencanaan obat, serta 
banyaknya obat yang kadaluwarsa/rusak akibat sistem distribusi yang 
kurang baik sehingga dapat berdampak kepada inefisiensi penggunaan 
anggaran/biaya obat di tingkat Kabupaten/Kota (MSH 2012). 
Melihat skor pengelolaan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang telah mencapai target yang ditetapkan berdasarkan 
Petunjuk Teknis Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan 
Kabupaten Kupang. Namun pada data penelitian persentase ketersediaan 
obat 2 tahun terakhir yang tertera dalam tabel 4.1, menunjukan masih 
adanya kekurangan dalam proses pengelolaan obat yang mempengaruhi 
data ketersediaan obat di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kupang. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor 
yang mempengaruhi persentase ketersediaan obat di Gudang Farmasi Dinas 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Gudang Farmasi Dinas 
Kesehatan Kabupaten kupang telah memenuhi standar manajemen pengelolaan 
obat yang di tetapkan dalam Petunjuk Teknis Tata Laksana Tata Kelola Obat 
Publik dan Perbekalan Farmasi Tahun 2017-2019. 
5.2 Saran 
Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan, peneliti menyarankan 
1. Bagi Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang untuk 
meningkatkan kompetensi staf di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kupang. 
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis lebih dalam mengenai faktor 
lain yang mungkin saja juga dapat mempengaruhi manajemen pengelolaan 
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Lampiran 6. Definisi Istilah 
Defini Istilah 
Istilah  Definisi Istilah 
Pengelolaan obat Pengelolaan obat merupakan pelaksanaan 
manajemen obat. Prinsip manajemen tersebut 
merupakan pegangan untuk terselenggaranya 
fungsi pengelolaan obat dengan baik. Di dalam 
pengelolaan obat, fungsi manajemen merupakan 
siklus kegiatan yang terdiri dari perencanaan, 
penganggaran, pengadaan, penerimaan, 
penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, 
penghapusan dan pengawasan 
Ketersediaan Obat Ketersediaan Obat merupakan indikator untuk 
mengetahui obat yang digunakan untuk pelayanan 
kesehatan sama dengan jumlah obat yang 





a. Sumber Daya  
1. Sumber daya manusia 
Sumber daya yang dimaksud ialah apoteker 
penanggung jawab dan Tenaga Teknis 
Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya 
Farmasi, Analisis Farmasi) dan juga tenaga 
lainnya. 
2. Sumber daya lainnya 
Sumber daya lainnya yang menunjang proses 
pengelolaan obat antara lain adalah biaya 
operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya 
lainnya serta kelengkapan sarana prasarana 
baik gedung dan kendaraan. 
b. Pengelolaan  




 Tersedianya SOP atau prosedur tertulis 
perencanaan obat, tersedianya tim 
perencanaan obat yang berjalan. 
2. Penerimaan 
 Adanya SOP dan buku penerimaan obat dan 
juga petugas yang diberi tanggung jawab 
untuk memeriksa kesesuan antara obat yang 
diterima dengan item obat yang dikirim yang 
tercatat pada dokumen pengiriman dan juga 
petugas yang memeriksa kondisi kemasan 
dan tanggal kadaluwarsa. 
3. Penyimpanan  
 Adanya SOP penyimpanan obat serta 
ruangan yang bersih dan rapi dan bebas dari 
binatang pengerat dan serangga. Adanya 
ventilasi dan sirkulasi udara serta 
penerangan yang memadai. Penataan 
disesuaikan dengan tanggal kadaluwarsa dan 
jika ada obat kadaluwarsa maka disimpan 
terpisah. Penyimpanan juga memperhatikan 
obat program maupun non program, bentuk 
sediaan dan alfabetis. Dan melakukan 
pengamatan mutu obat secara organoleptis 
dan juga tersedia ruang yang cukup untuk 
bergerak. 
4. Distribusi 
 Tersedia petugas yang bertanggung jawab 
untuk mendistribusikan obat ke puskesmas-
puskesman dan memiliki jadwal yang tetap 
dan dilengkapi dengan dokumen 




kesehatan. Dan juga memperhitungkah stok 
optimum. 
5. Penctatan dan pelaporan 
 Tersedia SOP pencatatan dan pelaporan 
serta kartu stok untuk setiap item dan jugs 
tersedian dokumen dinamika logistik obat/ 
laporan mutasi obat setiap bulan. Melakukan 
stok opname secara periodik dan verifikasi 
data LPLPO puskesmas dan  tersedia catatan 
tersendiri untuk obat kadaluwarsa. 
6. Pemusnahan 
 Tersedianya SOP pemusnahan dan terdapat 
petugas farmasi yang terdibat dalam proses 
pemusnahan dan adanya berita acara. 
7. Pengembangan kompetensi 
 Melakukan bimbingan teknis ke puskesmas 






























Lampiran 9. Dokumentasi Sarana Prasarana 
a. Gedung 
No Komponen Gambar 
1 Gedung  
 
 
2 Ruang penyimpanan 
umum 
 
3 Ruang penyimpanan 
khusus 
 





5 Ruang distribusi 
 





b. Administrasi dan pengolahan data 
No Komponen Gambar 
1 Komputer dan 
printer 
 





3 Wifi  
 
 
c. Pengaman  
No Komponen Gambar 
1 Alarm  
 
2 Alat pemadan api 
ringan 
 
3 Pagar  
 
4 Pintu ganda 
 







d. Penyimpanan  
No Komponen Gambar 
1 Rak  
 
2 Lemari narkotika 
 






6 Genset  
 




































Lampiran 12. Distribusi 

















Lampiran 13. Pemusnahan  



















Lampiran 14. Pencatatan dan Pelaporan 


















Lampiran 15. Pengembangan kompetensi puskesmas 
 
 
